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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, 

Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Jambi selesai disusun. 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik 

kepada masyarakat diperlukan adanya suatu pedoman yang jelas, transparan dan akuntabel serta 

memiliki kemampuan memberikan pelayanan prima melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja 

dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi birokrasi mencakup delapan area perubahan 

utama yang meliputi mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber 

daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. 

Salah satu upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien adalah 

dengan menerapkan SOP. Diharapkan dengan adanya SOP di lingkungan Dinas Energi dan Sumber 

benar-benar dapat menjadi pedoman atau acuan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas 

dan fungsi. 

Kami menyadari bahwa SOP yang disusun ini masih terdapat kekurangan dan perlu adanya 

penyempurnaan dan evaluasi secara berkala. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak kami 

harapkan demi penyempurnaan SOP ini di masa yang akan datang. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak dalam penyusunan SOP ini. 

 

Jambi,                                     2019 
 
KEPALA DINAS ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL 
PROVINSI JAMBI 
 
 
 
Ir. HARRY ANDRIA 
NIP. 19671202 199203 1 003 
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PENDAHULUAN 

I. LATAR BELAKANG 

 

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan 

seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar 

pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas penilaian sebagai kewajiban dan 

penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau, dan terukur.  

Salah satu kendala utama kualitas pelayanan publik adalah adalah rendahnya kepatuhan / 

implementasi standar pelayanan yang mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi yang 

didominasi oleh perilaku aparatur atau secara sistematis terjadi di instansi pelayanan publik. 

Misalnya ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu pelayanan, pungutan liar, korupsi, 

ketidakpastian layanan perijinan investasi, kesewenang-wenangan yang secara makro 

mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik.  

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk 

memperbaiki kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur 

(SOP). SOP merupakan instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 

penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh 

siapa dilakukan. Penyusunan SOP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah dilaksanakan 

sejak beberapa waktu yang lalu. Diharapkan dengan adanya SOP ini, penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, sehingga berbagai bentuk penyimpangan 

dapat dihindari. Kondisi tersebut pada gilirannya akan membuat kualitas pelayanan publik menjadi 

lebih baik. 

   

II. DASAR HUKUM 

 

1. Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 

75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah 

– Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang – Undang 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8); 

10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi 

(Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 45); 
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11. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Nomor 

50/KEP.DESDM.1.1/V/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pembantu di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi. 

 

III. MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT 

a. Maksud 

SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana 

dan oleh siapa dilakukan. Pada dasarnya SOP dimaksudkan sebagai pedoman yang berisi 

prosedur operasional standar kegiatan yang dijalankan dalam organisasi yang digunakan 

untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas proses 

yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Jambi berjalan dengan efektif dan efisien, konsisten, standar, dan sistematis. 

 

b. Tujuan 

 Mendorong terwujudnya implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik serta Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik secara efektif serta hak-hak publik terhadap informasi publik; 

 Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Jambi dalam menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas 

serta meminimalisir tindakan-tindakan maladministrasi  

c. Manfaat 

 Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan 

sehingga memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu 

tugas; 

 Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan pegawai dalam 

melaksanakan tugas; 

 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu 

dan organisasi secara keseluruhan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Jambi; 

 Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 

 Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi kualitas, waktu, dan 

prosedur; 

 Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; 
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 Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; 

 Memberikan kejelasan dan transparansi kepada pihak-pihak terkait mengenai hak dan 

kewajibannya dalam suatu uraian prosedur di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Jambi. 

 

IV. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup SOP ini meliputi proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan termasuk 

pemberian layanan baik internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi. 

 

V. DEFINISI 

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, 

makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan 

dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik; 

2. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau 

diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang – Undang ini serta 

informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan informasi publik; 

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di 

bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di 

badan publik; 

4. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana 

diatur dalam Undang – Undang ini; 

5. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang 

mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

VI. PENUTUP 

Penyusunan SOP di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi 

merupakan salah satu langkah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta 

memperbaiki kualitas pelayanan publik. Dengan SOP, setiap pegawai maupun pejabat dapat 

melaksanakan pekerjaannya dengan efisien, memberikan kemudahan dalam memantau hasil 

pekerjaan, bekerja makin terarah dan bermanfaat bagi perbaikan kinerja Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Jambi. 

 

Jambi,                              2019 

KEPALA DINAS ENERGI DAN 
SUMBER DAYA MINERAL 
PROVINSI JAMBI 

 

Ir. HARRY ANDRIA 
NIP. 19671202 199203 1 003 
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